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Konsep politik Islam mengandung beberapa pertanyaan. Pertama adalah kapan 

dan bagaimana Islam berubah menjadi politis. Kedua adalah apakah Islam sebagai agama 

sudah politis sedari awal. Kedua pertanyaan tersebut terkesan saling menegasikan. 

Apabila yang pertama terjawab maka kedua tak perlu lagi ditanyakan. Demikian pula 

sebaliknya. Namun, kedua pertanyaan tersebut tetap sah untuk ditanyakan berbarengan 

apabila diformulasikan sebagai berikut: “kapan dan bagaimana Islam yang memuat 

politik secara laten kemudian memanifestasikan dirinya. Untuk menjawabnya, pertama-

tama kita perlu memahami apa itu politik. 

Filsuf Carl Schmitt memahami politik sebagai perbedaan antara kawan dan 

musuh atau derajat intensitas asosiasi dan disosiasi (Schmitt, 1932). Schmitt 

menyebutnya “politikal”. Musuh bukan sekadar pesaing atau oposisi. Musuh 

menyiratkan sebuah kemungkinan nyata  anihilasi ekstensial atau pembunuhan fisik. 

Konsep politikal Schmitt sejatinya disimpulkan dari kemungkinan kematian dalam 

peperangan, dari  keterbatasan ultim situasi manusia berupa kematian. Schmitt meminta 

kita membayangkan situasi ekstrim peperangan untuk dapat merasakan ketegangan 

antara kawan dan musuh. Musuh bukan sekadar lawan debat, melainkan sosok yang 

menginginkan kematian kita. Oleh sebab itu, kita melawan musuh bukan sekadar untuk 

mencapai kesepakatan, melainkan untuk mempertahankan identitas kita yang seharga 

nyawa. Partai politik nasionalis dan agamis bersiteru bukan untuk mencapai 

kesepakatan abstrak yang dibuat-buat melainkan untuk mempertahankan identitas 

masing-masing dari kemungkinan anihilasi total. 

Melalui kematian sebagai situasi batas dan perang sebagai bentuk ultim ketegangan 

antar kelompok, Schmitt mencoba meraba lekuk politikal. Perang dan kemungkinan 

mati adalah syarat niscaya bagi politikal. Keduanya memaknai politikal sebagai tanggung 

jawab atas kehidupan. Setiap kelompok politik senantiasa dalam posisi menghakimi 

apakah musuh berniat menegasikan bentuk atau cara hidup kelompok tersebut. Artinya, 

kelompok politik harus melawan sang musuh untuk mempertahankan bentuk atau cara 

hidupnya. Tanggung jawab atas kehidupan ini hanya muncul apabila kita dihadapkan 
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pada realitas kematian dan konflik yang tak berkesudahan. Konflik antara kelompok 

nasionalis dan agamis tidak pernah selesai dengan  sebuah konsensus rasional. Keduanya 

terus bersiteru sebagai tanggung jawab terhadap bentuk cara hidup masing-masing. 

Keduanya mempertahankan pandangan dunia masing-masing seperti tentara 

mempertahankan teritorinya. Kelompok nasionalis dan agamis tidak mengabstraksikan 

diri ke dalam idealitas subjek rasional untuk kemudian berjabatan tangan di ruang 

publik. Politik bukan sekadar sengketa  dengan asumsi-asumsi antropologis yang 

universal (homo oeconomicus, rational subject, partisipan diskursif). Tidak sama sekali. 

Politik adalah ketegangan antara dua kelompok yang sama keras kepala 

mempertahankan identitasnya yang tak tergantikan. Politik bukan sekadar negosiasi 

kepentingan pribadi untuk mencapai kondisi ekuilibrium atau irisan konsensus 

(overlapping consensus).

Agama (religion) berasal dari kata latin relegere yang berarti “kehati-hatian dalam 

berhubungan dengan yang sakral” (Agamben, 2007). Agama senantiasa memisahkan 

antara yang sakral dan profan. Ruang, waktu, komunitas dibedakan berdasarkan 

distingsi sakral/profan. Yang profan bisa saja sesuatu yang sangat konkret seperti pusat 

perbelanjaan  atau sebuah gagasan abstrak bernama modernitas. Persoalan timbul ketika 

yang profan dipandang sebagai musuh yang perlu dilenyapkan. Modernitas menjadi 

musuh bersama sebab itu tak lain sebuah proyek desakralisasi di segenap lapangan 

kehidupan. Agama dan modernitas tidak dapat hidup berdampingan. Logika 

fundamentalisme adalah pemurnian ajaran dari segenap anasir modernitas guna 

meletakkan modernitas sepenuhnya sebagai musuh. Di situlah agama menjadi politis. 

Gerakan politik keagamaan di mana pun berpikir dengan skemata yang sama yakni 

mengganti prinsip-prinsip profan dengan yang sakral. Dasar negara, konstitusi, 

peraturan daerah, semuanya harus disesaki oleh yang sakral berupa firman Tuhan. 

Politik keagamaan bisa mengambil bentuk non demokratis (radikalisme) atau 

demokratis (partai politik). Apa pun bentuknya,  politik keagamaan sejatinya adalah 

logika kawan/musuh. Sebab,  hanya dengan berlogika-kan kawan/musuh  agama menjadi 

politis. 
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Bagaimana dengan politik Islam? Bassam Tibi memajukan sebuah tesis yang 

mengonseptualisasikan politik Islam sebagai fundamentalisme Islam (Tibi, 2000). 

Fundamentalisme menjadi begitu menarik karena menyediakan pandangan dunia untuk 

memahami bagaimana realitas dipersepsi dan dipahami. Itu dilakukan dengan 

berpegangan pada Kitab Suci yang otoritatif dan menyeluruh yang mana semua jawaban 

mengenai kehidupan dapat ditemukan. Kodrat dan makna kehidupan bukan sekadar 

dijelaskan melainkan juga ditentukan. Ketaatan  mutlak pada kode moral-skriptural 

menghadirkan bentuk-kehidupan (form of life) yang bertentangan dengan sekularisme. 

Fundamentalisme lebih dari sekadar penolakan terhadap sekularisme. Fundamentalisme 

menganggap bahwa kode moral mereka adalah kode moral tertinggi yang melampaui 

kode moral sekular. Kitab suci dijaga dari segala bentuk perdebatan dan kritisisme dari 

luar. Segala sesuatu yang tak dapat ditolerir pun didemonisasi. Sedangkan, yang masih 

dapat ditolerir diukur berdasarkan sudut pandang Kitab Suci. Segala sesuatu, 

pendeknya, merujuk kembali pada Kitab Suci. 

Fundamentalisme mendemonisasi mereka yang menolak Kitab Suci sebagai "perkataan" 

Tuhan itu sendiri. Mereka kemudian distigmatisasi sebagai musuh Tuhan. Bernard Lewis 

mengemukakan bahwa "musuh Tuhan" bukan konsep kontemporer (Lewis, 2004). 

Konsep itu sendiri sudah ditemukan pada masa Yunani Kuno. Yunani Kuno mengenali 

dua jenis Musuh Tuhan (Dewa). Pertama adalah pahlawan yang melawan Dewa dan 

menjadi figur terkenal karenanya. Kedua adalah musuh Dewa dalam artian seorang yang 

menjadi objek kedengkian Dewa. 

Versi lain dari konsep "musuh Tuhan" muncul pada agama dualistik Iran Kuno bernama 

Zoroatrianisme. Pengikut zoroastrianisme percaya terhadap dualitas kekuatan kosmik. 

Dua kekuatan kosmik yang saling bersitegan adalah kebaikan dan kejahatan. Iblis 

zoroastrian, berbeda dengan iblis agama monoteis, bukan makhluk Tuhan yang sedang 

mengerjakan tugas rahasia dariNya. Iblis zoroastrian adalah kekuatan independen yang 

terlibat dalam perjuangan kosmik melawan Tuhan. Keyakinan ini mempengaruhi 

beberapa sekte dalam tradisi agama monoteis melalui tradisi manikeanisme. 
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Dalam Kristianitas, Bible membedakan dengan tegas antara mereka yang mencintai 

Tuhan dengan mereka yang membenciNya. Dalam exodus 23:22, Tuhan berkata, "jika 

kamu taat padaKu, maka saya akan menjadi musuh bagi musuhmu dan lawan dari 

lawanmu." Beberapa gagasan lain dapat ditemukan dalam Bible dalam bentuk yang lebih 

personal bahkan emosional. Yahudi memperluas konsep "Tuhan" dan karena itu juga 

memperluas konsep "musuh". Konsep "musuh Tuhan" mendapat makna baru. Manusia 

bukan sekadar musuh Tuhan melainkan mampu melukai dan bahkan membunuh Tuhan. 

Dalam Islam, konsep musuh Tuhan menjadi sangat politis dan militer. Kaum 

fundamentalis Islam diperintahkan untuk menyerang musuh-musuh Tuhan dengan 

segenap kekuatan yang dimilikinya. Perlawanan tersebut tidak perlu sampai 

menimbulkan kematian.  Jika musuh ingin berdamai maka kaum muslim juga harus 

berdamai. Tuhan akan melindungi kaum muslim dari segala muslihat dan kelicikan 

musuh. Al Quran mengatakan bahwa musuh  Tuhan adalah orang-orang kafir dan akan 

dikutuk di api neraka (2:98, 41:19 dan 28). Dalam kisah berbagai perang suci, kematian 

musuh Tuhan sering diiringi teriakan "Biar Tuhan mempercepat jiwanya ke neraka."

Perang suci mengenali musuh lain yang lebih berbahaya yakni para penghianat yang 

berjubah Islam namun terus berusaha menghancurkannya dari dalam. Di abad 

pertengahan, beberapa ahli fikih mendiskusikan kemungkinan untuk melancarkan jihad 

internal terhadap para pembangkang tersebut. Berdasarkan itu, kaum fundamentalis 

modern membagi perjuangannya menjadi dua varian utama. Pertama adalah perjuangan 

melawan orang-orag kafir yang berupaya menghancurkan ajaran Islam dari luar. Kedua 

adalah perjuangan melawan para penghianat yang berupaya menghancurkan ajaran 

Islam dari dalam. Kedua bentuk perjuangan ini harus dilakukan secara bersamaan untuk 

menjaga kemurnian ajaran Islam dan mengembalikan bentuk ideal spiritualitasnya. 

Fundamentalisme Islam dibangun di atas premis-premis teologi radikal. Teologi radikal 

pada dasarnya adalah ideologi puritanistik yang dipegang erat oleh aliran Wahabi dan 

Salafi. Kedua aliran tersebut sering dipertukarkan meski sesungguhnya terdapat

perbedaan antara keduanya. Pendiri Wahabi, Muhammad Ibn ‘Abd al-Wahhab, 
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menyatakan perang terhadap tafsir kitab suci yang meyesatkan dan perilaku koruptif 

umat. Beliau kemudian menawarkan ajaran Islam yang murni dari segenap kekeliruan 

atau kesesatan. Wahabi kemudian dikenal sebagai aliran yang berupaya membersihkan 

Islam dari kontaminasi internal dan eksternal sekaligus. Berbagai tindak penodaaan 

agama dari dalam dinetralisir dan modernitas dipatok sebagai  ancaman eksternal yang 

perlu dilawan. Modernitas dengan berbagai bentuknya dianggap sebagai anak kandung 

peradaban sekular  Eropa yang tidak memberi tempat sedikitpun bagi yang sakral. 

Demokrasi, misalnya, mengganti sumber kekuasaan dari Tuhan ke rakyat. Kapitalisme 

adalah apologi ekonomi bagi nafsu duniawi yang tak terkendali. Liberalisme hanya 

berfokus pada hak-hak formal tanpa menimbang muatan spiritual dari hak. Modernitas 

juga dilihat sebagai kegagalan ekonomi, sosial, dan politik bagi dunia Islam. Setelah 

memeluk modernitas,  dunia Islam justru merasakan kesulitan ekonomi, politik dan 

sosial yang semakin dalam. 

Didorong oleh frustasi dan kemarahan, Wahabi mendapat dukungan publik yang cukup 

luas. Secara historis, Wahabi mendapat dukungan publik  karena dipandang sebagai 

gerakan pembebasan melawan rejim Ottoman di Arabia. Wahabi mendapat dukungan 

publik karena elemen nasionalistik yang terkandung di dalamnya. Wahabi sendiri tidak 

menyebar di dunia Islam dengan membawa panji-panji ideologisnya. Kata “Wahabi” 

sering ditolak oleh para pengikutnya. Wahabi bukan aliran dalam Islam melainkan Islam 

itu sendiri. Klaim tersebut membuat doktrin dan metodologi Wahabi dengan mudah 

ditularkan dan disebarkan. Wahabi pun menyebarkan pengaruhnya tidak dengan label 

“Wahabi” melainkan “Salafi”. Ulama-ulama Wahabi secara konsisten mendefinisikan diri 

mereka sebagai Salafis, bukan Wahabis. 

Salafi sendiri adalah doktrin yang dikembangkan pada akhir abad ke-19 oleh reformis 

Islam seperti Muhammad Ab’duh, Al-Afghani dan Rashid Rida. “Salaf”  adalah kata 

benda dalam Bahasa Arab yang berarti pendahulu atau leluhur. Kata tersebut merujuk 

pada tiga generasi muslim pertama: Sahabah (para sahabat), Tabi’in (pengikut), dan 

Taba’at-Tabi’in (sesudah pengikut). Ketiga generasi ini adalah tauladan mengenai 

bagaimana Islam seharusnya dijalankan. Salafi berpegangan pada prinsip dasar Islam 
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bahwasannya muslim harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya 

(al-salaf al-salih). Prinsip tersebut diturunkan dari hadis Nabi yang berbunyi, “mereka 

dari generasiku adalah yang terbaik, kemudian mereka yang datang setelahnya dan 

kemudian mereka yang datang setelahnya.” (Bukhari 3:48:819 dan 820)

Secara metodologis, Salafi hampir sama  dengan Wahabi meski Wahabi lebih tidak 

toleran terhadap perbedaan pendapat. Salafi mendesak  umat muslim untuk menafsirkan 

sumber-sumber asali berdasarkan kebutuhan dan tuntutan modern. Dan yang 

terpenting, Salafi didirikan oleh muslim nasionalis yang berupaya untuk membaca 

modernitas berdasarkan sumber-sumber  asali Islam. Pada dasarnya, Salafi bukan 

gerakan anti modernitas. Para pendirinya berupaya untuk memproyeksikan institusi-

institusi kontemporer seperti demokrasi, konstitusi, atau sosialisme ke dalam sumber-

sumber asali dan menjustifikasi  negara bangsa modern di dalam Islam. Wahabi, 

sebaliknya, menolak modernitas sepenuhnya dengan menuntut kembalinya masa 

kejayaan Islam pada periode al-salaf al-salih. Wahabi tidak tertarik untuk menafsirkan 

kitab suci untuk  merespon  modernitas. Apa yang diwariskan Wahabi adalah 

puritanisme keras yang membayar perasaan kalah, tak berdaya dan terasing dengan 

keangkuhan politis di hadapan yang lain (Barat, Kafir, sekte Islam, modernis, dan lain 

sebagainya). 

Ekuivalensi antara fundamentalisme Islam dengan Wahabi membuat kaum 

fundamentalis sering disebut sebagai tradisionalis.  Meskipun demikian, banyak 

ilmuwan muslim yang menolak persamaan tersebut. Bassam Tibi, misalnya, mengatakan 

bahwa gerakan fundamentalis adalah gerakan modern (Tibi, 2000). Fundamentalisme 

bagi Tibi bukan ekspresi kebangkitan agama  tetapi lebih merupakan pernyataan 

tentang tatanan baru. Para fundamentalis berusaha menggantikan struktur-struktur 

yang ada dengan sistem yang komprehensif yang berasal dari prinsip-prinsip agama dan

yang mencakup hukum, politik, masyarakat, ekonomi dan budaya. Fundamentalisme 

pada dirinya memiliki dorongan totalitarian. 
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Filsuf Antonio Negri bahkan menyebut fundamentalisme Islam sebagai bentuk 

posmodernitas (Negri, 2000). Fundamentalisme kontemporer memang mendasarkan diri 

pada sumber, nilai dan praktik  asali, namun itu semua ditujukan pada tertib sosial saat 

ini.  Adagium fundamentalisme yang berbunyi “kembali ke tradisi” sesungguhnya adalah 

sesuatu yang baru. Dorongan anti modernitas dalam fundamentalisme Islam lebih 

dipahami sebagai proyek postmodern dan bukan pramodern. Apa yang “postmodern” 

dalam fundamentalisme adalah penolakannya terhadap modernitas sebagai senjata 

hegemoni Eropa-Amerika. Dalam konteks tradisi Islam, fundamentalisme adalah 

postmodern sejauh itu menolak modernitas Islam yang mana modernitas di situ berarti 

ketaatan pada hegemoni Eropa-Amerika. Apabila menjadi modern berarti mengenyam 

pendidikan, teknologi dan industrialisasi Barat, maka fundamentalis postmodern berarti 

kembali ke nilai tradisional Islam dan menolak modernitas. Memang, beberapa faksi 

kuat di dalam Islam sudah memperlihatkan sikap anti modernitas sejak Islam itu sendiri 

berdiri. Namun, fundamentalis kontemporer memiliki kebaruan yakni penolakan 

terhadap hegemoni baru yang oleh Negri disebut Empire. Empire adalah kekuatan baru 

yang tidak mengenal teritori politik negara-bangsa. Pasar global  yang menentukan 

hidup-mati buruh tanpa menimbang negara tempat sang buruh berdomisili adalah 

Empire. Berdasarkan perspektif ini, revolusi Iran sebagai penolakan integrasi ke dalam 

pasar global bisa dipandang sebagai revolusi postmodern pertama. 

Politik Islam dapat dikatakan sebagai respon fundamentalistik terhadap modernitas. 

Fundamentalisme Islam, misalnya, merespon dua anak kandung modernitas yakni 

demokrasi dan negara bangsa.  Fundamentalisme Islam menawarkan shura (muysawarah) 

sebagai ganti demokrasi sekular yang berbasis pada individualisme dan agregat 

kepentingan. Shura sesungguhnya berasal dari tradisi pra-Islam. Namun, Al-Qur’an 

kemudian mengadopsinya dalam menetapkan bahwa Nabi harus “membicarakan 

dengannya dalam persoalan-persoalan tingkah laku/wa shawirhum fi al-amr” (Surat Ali 

‘Imran,3/159). Bagian lain dari Al-Qur’an menyebutkan “(orang-orang) yang menghindari 

dosa-dosa kotor dan ketaksenonohan dan, ketika marah, mau memaafkan, (orang-orang) 

yang mematuhi Tuhan mereka, menunaikan shalat, dan menyelesaikan persoalan-
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persoalan mereka dengan bermusyawarah/wa amruhum shura baynahum (Surat al-

Shura,42/37-38).

Bagi fundamentalisme Islam, Tuhan tidak sekadar menciptakan alam dan seisinya 

melainkan juga mengatur alam dengan kehendak-Nya seperti tertuang dalam Al-Qur’an. 

Konsep negara-bangsa atau dawla qawmiyya adalah gagasan sekuler dan perlu diganti oleh 

nizam Islami (sistem Islam) yang didasarkan pada hakimiyya Allah (Hukum Allah) dan 

diekspresikan dalam shari’a. Sebagian besar fundamentalis mengabaikan konsep dawla

(negara) dan memilih konsep nizam (sistem). Gagasan tentang kedaulatan universal 

Tuhan diartikan sebagai sistem  politik non-teritorial yang tidak mengenal batas-batas 

negara-bangsa. Salah satu contoh penolakan terhadap prinsip negara-bangsa adalah 

penolakan dari kelompok al-Jabhah al-Islamiyya li al-inqadh, (Front Keselamatan Islam, Al-

Jazair). Konsep geopolitik kelompok ini adalah al-maghrib al-Islami al-kabir (Islam 

Maghrib yang lebih besar). Maghrib sendiri adalah wilayah geopolitik dan kultural Arab 

bagian Barat yang terdiri atas negara-negara Arab Afrika Utara, yaitu Maroko, Al-Jazair, 

Tunisia dan Libya. 
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